BUPATI PESISIR BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG
ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dagrah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan‘{;'_Mcntcri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, Penjabat Bupati Pesisir Barat berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013

Mengirigat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355j;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421};

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indbnesia Nomor 4¢437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Antara Pemerintsh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik

Indongsia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5364};

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4576} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

51550
Peraturan Pemerintah Nomeor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembiraan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165k

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
{(Lemgbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan
ben}aran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Perdturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Pedoman f’gnyu Sunan Angsnr: Pendapatan Z;T;hd?.f)jazlg;:m;e ?atalfg
2013 (Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508); -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun .
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bifstlabti?t;né
Ang;ga:an Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 430) sebagaimana telah diubah cfen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Ne ra
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); s
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tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat {Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1J;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012
tenitang Restribusi Jasa Umum Kabupaten-Lampung Barat {Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 };

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
tentang Jasa Usaha [Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 Nomor 4};

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012
tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lemba,ran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor §); f,‘,

26. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 06172156 /SJ tanggal 26 April 2013

Perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daera.h Kabupeaten Pesisir

Barat;

MEMUTUSKAN:

~

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATA.N DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 scbagai berikut:
1. Pendapatan Daerah ....coceeevveorviicnieiicieinnnveenresreenanes Crrrerearraares Rp 10.978.411.775,00
2. Belanja Daerah .......coovevnen. P PR R 10.978.411.775,00
Surplus/(Defisit} cuocoviviviiiiiniiiaciecnian, bt enareerr et ierriraaaerres Rp -

3. Pembiayaan Daerah:

LW o o [T o o= T ¥ A O P Rp -
b. Pengeluaran ............ocovniiiiniinnininn PP Rp -
Perrbiayaan Netto ....oovvvvvveriiiiciiiiniinnnienines Rp -
Sisa Lebih Pembiayaan Aulggaran tahun Berkenaan .............cooeeee Rp -
_ Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asl{ Daerah ............... Ceereh e ntararera e et rrras Rp 978.411.775,00
b. Dana perimbangan ................. ferererar e e ir e ireas bevrresrrran Rp -
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .......cococeiiiiiinninnnenns. Rp 10.000.000.000,00

{2} Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Pajak daerall ....o.cooiviiiiiiiiii e Rp 509.323.825,00

b. Retribusi daerah  [.occovvieviiiii e Rp 469.087.950,00

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ............ Rp -

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .......c.oocveiinnnen Rp -
{(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak ............ Rp -

b. Dana Alokasi Umum .....cciiiiiiccin s, Rp -

c. Dana Alokast KRUSUS .......cciiicrvmmmniini s Rp -

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah ......ccccoiiicinnnnn et aae s s e s r e san .. Rp  10.000.000.000,00
b. DAna darUral .....ccecveeseveirisieniieeeierssorsessssessssesiesseensieesens Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajakt ..........coivinvnineninnienn o, Rp -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .......cevcveaisviiinninn. Rp -
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

laiNNYya e, bt enreras et an b verreeraseians Rp -



’:laksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjui vaicue.
lokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

erundang - undangan. ' .
Pasal 7

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 19 Juni 2013
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Diundangkan di  Krui 'RBYP -~
Rpmme” *

pada tanggal 19 Juni 2013
; SEKRETARIS DAERAW
TEN PESISIR-EARAT,

SOBR!I
BMBARANGIAERAH KABUPATEN PESISIK BARAT TAHUN 2013 NOMOR Q3



